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SUMBER NON HUKUM 
 
 
Wawancara dengan Lurah AR, pada tanggal 16 Agustus 2022, pada pukul 

16.23 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Lurah F, pada tanggal 16 Agustus 2022, pada pukul 

14.33 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Lurah RN, pada tanggal 22 Agustus 2022, pukul 

12.07 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Lurah TI, pada tanggal 16 Agustus 2022, pada pukul 

13.00 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Lurah YH, pada tanggal 18 Agustus 2022, pada pukul 

15.31 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Lurah Z, pada tanggal 15 Agustus 2022, pada pukul 

10.47 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Camat A, pada tanggal 25 Agustus 2022, pada pukul 

15.50 WITA di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Camat AY, pada tanggal 22 Agustus 2022, pada 

pukul 09.30 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Camat H secara online, pada tanggal 21 Agustus 

2022, pada pukul 11.30 WITA. 

Wawancara dengan Camat J, pada tanggal 23 Agustus 2022, pada pukul 

11.28 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Camat MA, pada tanggal 19 Agustus 2022, pada 

pukul 10.55 WITA, di Kota Makassar. 



  

 

  

Wawancara dengan Camat S, pada tanggal 15 Agustus 2022, pada pukul 

13.40 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Notaris FRP, pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 

10.00 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Notaris M, pada tanggal 7 September 2022, pukul 

09.45 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Notaris ST, pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 

14.35 WITA, di Kabupaten Gowa. 

Wawancara dengan Notaris TJT, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 

14.30 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Notaris XX, pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 

11.00 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Bapak E, Kurator Keperdataan Ahli Madya BHP dan 

Kurator Kota Makassar, pada tanggal 31 Agustus 2022, pukul 

09.12 WITA, di Kota Makassar. 

Wawancara dengan Ibu KS, Koordinator Substansi Pemeliharaan Hak 

Tanah Ruang dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan Nasional 

Kota Makassar, pada tanggal 5 September 2022, pukul 10.40 

WITA, di Kota Makassar. 

Octorio Ramiz Parenrengi, dalam Seminar Hasil Penelitian Virginia Ellen 

Oktania Sie, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, 

Universitas Hasanuddin, berjudul “Surat Pernyataan Ahli Waris 

yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, tanggal 25 

Januari 2023. 

Habib Adjie. dalam webinar Bincang Hukum IPPAT Visioner, berjudul 

“Seluk Beluk Peraturan Menteri ATR/KA BPN Nomor 16 Tahun 



  

 

  

2021 tentang Peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, tanggal 18 Oktober 2021. 

 


